
BAB I 

          PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hakikat dari suatu pembangunan adalah untuk menyejahterakan rakyat.Pembangunan 

memiliki konsep di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat yang multidimensional dengan 

bermuara pada kesejahteraan rakyat.Pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan 

ekonomi yang terpusat dan tidak merata serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, 

ekonomi yang demokratis dan berkeadilan telah menghasilkan fundamental pembangunan 

ekonomi yang rapuh (Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2005, hal 

5).Rapuhnya fondasi perekonomian nasional telah mengakibatkan Indonesia terjebak dalam 

krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat. 

Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan prioritas utama dalam pembangunan 

nasional dengan mengembangkan perekonomian rakyat yang didukung pertumbuhan nasional 

yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang memadai.Pemerintah sebagai abdi 

masyarakat bertindak dalam peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah 

upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, 

kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang 

berkelanjutan(Surmayadi, 2005, hal. 66-68) 

Bank Dunia menyepakati bahwa untuk menghitung ukuran kemiskinan, setidaknya 

ada tiga aspek yang diperlukan, yaitu:Harus ada ukuran kesejahteraan yang relevan, harus 

ditentukan garis batas kemiskinan, yang merupakan ambang batas bawah rumah tanggah atau 

individu tertentu yang akan digolongkan miskin, harus dipilih indikator kemiskinan yang 



akan digunakan untuk pelaporan populasi untuk subkelompok penduduk saja. (Indonesia, 

2016, hal. 2) 

Banyak langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam meretas kemiskinan salah 

satunya membuat lembaga keuangan yang membantu permodalan untuk masyarakat yang 

kurang mampu agar bisa menjalankan sebuah usaha kecil yang sering disebut usaha kecil 

menengah (UKM) yang di jalankan oleh satu lembaga yaitu Koperasi. 

Banyak pihak yang terus meyakini bahwa usaha kecil menengah (UKM) mampu 

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus mengatasi permasalahan ekonomi 

dalam negeri saat ini,mengingat besarnya potensi usaha kecil menengah dan koperasi di 

indonesia. 

Hampir semua orang di seluruh nusantara mengenal istilah koperasi.Istilah koperasi 

ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa inggris Co Operation.Co berarti bersama dan 

operation berarti usaha, jadi koperasi artinya “usaha bersama.”Secara umum koperasi suatu 

badan usaha di bidang perekonomian, beranggotakan secara suka rela atas dasar persamaan 

hak, bekerjasama melakukan suatu usaha dengan tujuan memenuhi kebutuhan khususnya dari 

masyarakat pada umumnya.(Sattar, 2017, hal. 28) 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki tempat 

tersendiri dalam perkembangan ekonomi Indonesia.Perkembangan Koperasi dan UMKM ini 

langsung dibawah pengawasan pemerintah.Agar pemerintah dapat mengawasi dan mengukur 

setiap perkembangan serta memberikan arahan kepada pelaku yang terbentuk dalam Koperasi 

dan UMKM berjalan sesuai dengan ketentuannya. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 

Perkoperasian menjelaskan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat 

yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang merupakan tata 

susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan. 



Menurut undang undang No.25 tahun 1992 pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi 

berfungsi dan berperan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan 

masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia,memperkokoh 

perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasioanal. 

Koperasi bersifat terbuka untuk umum, hasil dan keuntungan dapat di nikmati jauh 

lebih banyak dibandingkan bentuk usaha yang lain. Disamping itu koperasi juga dapat 

membawa kesejahteraan bagi anggotanya asal di kekola dan di pelihara dengan baik, jujur 

dan usahanya berjalan dengan lancar. Koperasi dapat tumbuh dan berkembang menjadi 

lembaga ekonomi masyarakat yang kuat dan menjadi wadah utama untuk membina dan 

memajukan rakyat yang miskin dan lemah kedudukannya di dalam ekonomi untuk bekerja 

sama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka. 

Istilah koperasi dilihat dari segi istilah fiqih dapat disamakan dengan musyarakah, 

yaitu suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana 

masing masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau usaha kesepakatan bahwa 

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.(Antonio, 2001, 

hal. 129) 

Firman Allah tentang musyarakah/kerjasama yaitu : 

إِ نَّ اَلله تَ عَالََ يَ قُولُ : أَنََ ثََلِثٌ الشَريِكَيِن مَالََ يََُن أَحَدُهَُُا صَاحِبَهُ، فإَِذَاخَانَََحَدُهَُُا صَاحِبَهُ  خَرَجتُ 
  مِن بيَنِهِمَا

 

Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama 

salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, 

Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu 

Hurairah). 

 

Mendapat pengesahan oleh dinas koperasi dan usaha kecil menengah yang sistem 

pengoperasiannya kurang lebih sama dengan koperasi konvensional, hanya saja 

menggunakan konsep syariah atau bagi hasil. 



Di Indonesia banyak didirikan koperasi untuk membantu perekonomian negara.Salah 

satunya yang ada di Kalimantan Selatan yang berjumlah 204 koperasi keseluruhan dan 

mempunyai 4  Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang sangat membantu 

perekonomian. 

Koperasi syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang 

dijalankan yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan,investasi dan 

simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan begitu semua koperasi jasa keuangan 

syariah memiliki hukum dan diakui dengan catatan memenuhi ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah sebagai badan usaha ekonomi 

syariah yang bertugas membantu orang yang memiliki kemapuan ekonomi terbatas,dimana 

kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan tanpa adanya 

pendampingan dengan pola bagi hasil. 

Adanya masalah-masalah dalam kegiatanKoperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 

mengakibatkan lambatnya perkembangan yang diharapkan, berdasarkan hasil observasi awal 

yang menjadi masalah kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yaitu 

keberadaannya di Banjarbaru masih sedikti, banyaknya SDM (sumber daya manusia) yang 

belum memahami dan mengetahui sistem maupun produk dari Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS), letak atau lokasi jugatidak diketahui oleh masyarakat. Oleh sebab itu pihak 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) harusnyamelakukan sosialisasi kepada masyarakat 

agar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) lebih dikenal. 

Dinas Koperasi memiliki pengaruh besar dalam mengembangkan Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah (KJKS). Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja kota Banjarbaru 

berdasarkan hasil wawancara saat observasi didapati bahwa strategi yang dilakukan oleh 

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja kota Banjarbaru untuk mengembangkan Koperasi 



Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yaitu mengupayakan agar masyarakat memahami pelayanan 

yang ada, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan syariah, mengsosialisasikan 

dengan membagikan brosur agar dikenal masyarakat. Adapun tujuan Dinas Koperasi dan 

UKM,dan Tenaga Kerja kota Banjarbaru beserta Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)  

dapat terus mengembangkan perekonomian rakyat,khususnya di kota Banjarbaru. 

Berdasarkan hasil observasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)  dapat 

berkembang sampai sekarang, namun perkembangan tersebut tidak begitu signifikan, karena 

pemahaman yang kurang oleh masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 

Banjarbaru serta pinjaman yang tidak bisa tinggi, Dinas koperasi, UKM dan Tenaga Kerja 

kota Banjarbaru berkepentingan untuk memajukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 

Banjarbaru, karena koperasi tersebut berada dibawah naungan dan tanggung jawab Dinas 

koperasi, UKM dan Tenaga Kerja kota Banjarbaru, berkembangnya koperasi juga akan 

memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan dinas. 

Berdasarkan gambaran tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi atau 

upaya Dinas koperasi, UKM dan Tenaga Kerja kota Banjarbaru agar kegiatan Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah (KJKS) dapat bertahan dan semakin berkembang karena selama ini 

masyarakat masih belum mengenal dengan baik serta memahami layanan yang diberikan. 

Penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skiripsi dengan judul “ Strategi 

Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam Membina Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru . 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang dirumuskan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Strategi Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja dalam Membina 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru? 



2. Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja dalam 

Membina Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru ? 

C. TujuanPenelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah: 

a. Untuk mengetahui  bagaimana strategi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja 

dalam membina Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru 

b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi  Dinas Koperasi,UKM dan 

Tenaga Kerja dalam membina Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota 

Banjarbaru  

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pembangunan wawasan 

keilmuan bagi perkembangan ilmu ekonomi secara luas dan secara khusus 

dalam strategi membina Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

2) Diharapkan dapat dikaji materi-materi yang berhubungan dengan koperasi 

jasa keuangan syariah, terutama yang berkenaan dengan  strategi Dinas 

Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam membina Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru 

b. Secara Praktis 

1) Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan dan 

menambah wawasan peneliti dalam strategi membina Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota 

Banjarbaru 



2) Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan  informasi dan wawasan 

terkaitstrategi Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja dalam membina 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru. 

3) Bagi intansi terkait, diharapkan dapat memberikan masukan serta saran 

mengenai strategi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam 

mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru 

D. DefinisiOperasional 

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan 

beberapa definisi operasional sebagai berikut: 

1. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatanuntuk mecapaisasaran 

khusus dan saling berhubungan dalam hal waktu dan ukiran.(Kamus Manajemen, 

2003) Strategi yang penulis maksud disini adalah strategi atau upaya-upaya dalam 

mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) oleh Dinas Koperasi, 

UKM dan Tenaga KerjaKota Banjarbaru. 

2. Membina menurut KBBI Online (jagokata.com)Membina memiliki pengertian 

“mengusahakan agar lebih baik, mengupayakan agar sedikit lebih maju atau 

sempurna”.Membina secara garis besarnya dapat dimaknai sebagai upaya untuk 

membuat sesuatu menjadi lebih baik atau lebih maju dan lebihmeningkat dari 

keadaan sebelumnya.Adapun membina yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menjadikan maju Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) oleh Dinas Koperasi, 

UKM dan Tenaga Kerja Banjarbaru 

3. Koperasi syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang 

dijalankan yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan,investasi dan 

simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan begitu semua Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah (KJKS) memiliki hukum dan diakui dengan catatan memenuhi 



ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(Soemitra, 2009, hal. 469)Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah (KJKS) yang penulis maksud disini adalah Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah (KJKS) yang di lindungi oleh Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga 

Kerja Banjarbaru. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah: upaya-upaya yang 

dilakukan oleh Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga kerja dalam  mengembangkan Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah (KJKS) di Kota Banjarbaru. 

E. KajianPustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian 

yang sama dengan penulis yang akan diteliti, oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka 

dari peneliti sebelumnya untuk menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait, 

namun demikian ditemukan subtansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis 

angkat, penelitian yang dimaksud diantaranya: 

1. M. Aulia Rahman (1301160373), Jurusan perbankan syariah Fakultas syariah dan 

ekonomi islam 2017. “Strategi Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja privinsi 

kalimantan selatan Dalam Mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

(KJKS) di Banjarmasin 2017“. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya masalah-

masalah yang mempengaruhi perkembangannya KJKS diantaranya: kurangnya 

sumber daya manusia yang menguasai sistem produk dari KJKS,letak KJKS yang 

jauh dari tempat perekonomian,dan langkanya keberadaan KJKS di Banjarmasin. 

Maka strategi pengembangan sangan di butuhkan untuk meningkatkan KJKS yang 

dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM,sehingga menghasilkan kinerja yang baik 

dan  KJKS dfapat berkembang, maka analisis SWOT yang bertujuan untuk 

mengidintifikasi berbagai faktor secara sistimatis untuk merumuskan strategi 

perusahaan yang di dasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuata (Strengths) 



dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat  meminimalkan 

kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Dengan bantuan Dinas Koperasi 

dan UKM sebagai satu lembaga yang dapat membantu mengembangkan, membina, 

mengayomi dan memajukan lembaga mereka, diharapkan KJKS dapat bertahan dan 

berkembang. 

Berdasarkan penelitian yang diperoleh penulis terdapat strategi dalam 

mengembangkan KJKS di Banjarmasin, yaitu: Memperluas akses permodalan bagi 

KJKS melalui lembaga keuangan bank maupun non perbankan, Meningkatkan peran 

KJKS dalam aktivitas ekonomi. Dalam analisis SWOT Dinas Koperasi dan UKM 

dalam mengembangkan KJKS, diperlukan perumusan strategi dan kebijakan secara 

komprehensif.Penyusunan strategi didasarkan dengan kondisi internal Dinas 

Koperasi dan UKM yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan.Sedangkan dari 

sisi ekternal terkait peluang dan tantangan. 

Persamaan dengan penelitian M.Aulia rahman adalah sama melakukan penelitian 

tentang di Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja dan sama sama strategi 

pengembangan KJKS. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian 

tentang pengembangan KJKS di kota banjarbaru sedangkan M.Aulia Rahman 

meneliti tentang pengembangan KJKS povinsi kalimantan selatan. 

2. Yoshida Murry (208046100019) Jurusan Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014. “Analisis Kebijakan 

Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ”.  

Penelitian imi bertujuan untuk mengetahui kebijakan Dinas Koperasi,UKM 

kota Tanggerang Selatan dalam Mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

(KJKS). Penelitian ini menggunakan metode deskriftis kualitatif,yaitu metode 

penelitian yang menguraikan dan memaparkan masalah yang ada sehingga 



memperoleh gambara tentang objek yang di teliti dan masalah tersebut dapat 

dipecahkan serata diselesaikan dengan baik dan benar. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, strategi yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi dan UKM kota Tanggerang Selatan dalam mengembangkan koperasi Jasa 

Keuangan Syariah (KJKS) dengan cara melakukan kegiatan dan program baik 

jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu dengan cara bekerja sama dengan 

lembaga lain,baik pemerintah maupun swasta,dan dengan cara melakukan 

sosialisasi,pelatihan,pembinaan serta pendataan KJKS. 

Persamaan penelitian dengan Yoshida Murry adalah sama-sama melakukan 

penelitian tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).Adapun perbedaannya 

penulis melakukan penelitian tentang strategi sedangkan Yoshida Murry melakukan 

penelitian tenang analasis. 

3. Maimunah (1101160212), jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam. “Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) 

Sejahtera Bersama Tapin”. 

Penelitian ini di latar belakangi bahwa perkembangan dari periode mengalami 

peningkatan baik secara keanggotaannya atau peminatnya yang dapat membantu 

pengelolaan usaha KSU Sejahtera Bersama belum pernah dilakukan penilaian 

tingkat kesehatan koperasi dari awal berdirinya koperasi oleh kantor Dinas Koperasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang di rumuskan adalah 

bagaimana penilaian tingkat kesehatan koperasi pada KSU Sejahtera bersama Tapin 

(Tahun buku 2013 dan 2014) penelitian ini bertujuan untuk mrngetahui penilaian 

tingkat kesehatan koperasi pada KSU Sejahtera bersama Tapin (Tahun buku 2013 

dan 2014). Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat deskritif kualitatif, bertempat di koperasi serba usaha (KSU) Sejahtera 



bersama Tapin yang beralamat di rantau jalan A.Yani Desa Bungur Baru Rt.01 

Rw.01 kecamatan Bungur Kbupaten Tapin. Subjek penelitian ini adalah manajer 

(KSU) Sejahtera bersama Tapin,sedangkan yang menjadi Objek dalam penelitian ini 

adalah laporan keuangan yang yang berupa neraca dan laba rugi KSU sejahtera 

Bersama tapin gambaran umum tentang KSU Sejahtera Bersama Tapin. 

Persamaan penelitian dengan Maimunah adalah sama-sama melakukan penelitian 

tentang Koperasi.Adapun perbedaannya penulis melakukan penelitian tentang 

startegi dalam mengembangkan KJKS sedangkan Maimunah meneliti tentang 

tingkat kesehatan koperasi. 

F. SistematikaPenulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi akan dibagi menjadi Lima Bab, yaitu  

Bab Pertama : Berisi pendahuluan untuk mengantarkan permasalahan skiripsi secara 

keseluruhan. Pendahuluan pada bab pertama didasarkan pada pembahasan masih secara 

umum. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian, difinisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. 

Bab Kedua : Berisi pembahasan mengenai landasan teori. Pada bab kedua ini bersisi 

tentang strategi, koperasi, usaha kecil menengah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 

Bab Ketiga: Berisi tentang metode penelitian yaitu menguraikan jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahapan penelitian. 

Bab Keempat : Pada bab empat berisi tentang hasil dan pembahasan, yaitu hasil dan 

analisis data serta jawaban atas rumusan masalah 

Bab Kelima : Berisi tentang penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas 

pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada 

khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya. 



 

  



 


